BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPAT!I STTUBONDO
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk memennhi ketentvan dalam Pasal 9 Pesaturan Dacrah
Kabupaten Situbondo Nomor  Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Situbondo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahum
Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2008.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor {2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) 5
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10.

11.

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daersh dan

Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolechan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tzhun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharasn Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952) ;
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12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

14, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dap Pemindahan Tempat Kedudukan Pemeriniah Daersh Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemtbaran Negara Nomor 4028) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomeor 66 Tahup 200] tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712} ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540 )

20. Persturan Pemerintah Nomor 24 Tshun 2005 tertang Standar Akntansi
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ).
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuvangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4513) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tamm 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

24. Peratvran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576 ) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4578);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

28. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 teptang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;

31. Peraturan Pemerintah WNomor 3 Tahun 2007 temtang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada DPRD, dan Informasi
Laporan Penyelenggarasan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintakan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Talwn 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
§3, Tambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

34. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kenangan Daerab ;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional ;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dem  Belanja Dacrah  Taben
Anggaran 2008 ;

38. Peraturan Daersh Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tabun 2003 tentang
Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daersh Kabupaten Situbondo Tabun 2007
Nomor 7) ;

39. Peraturan Daecrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 5 Tahum 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Situbondo Nomor 5 Tabun 2003 tentang Pendirian Persercan Terbatas (PT)
Bank Perkveditan Rakyat (BPR) Syariah (Jembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2007 Nomer 5) ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahum 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) Kabupaten Situbondo ( Lembaran
Daecrah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005
teptang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran
Dacrah Tahun 2005 Seri A Nomor 6 ) ;
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41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten
Situbondo Tabun 2006 — 2010 { Lembaran Daerah Kabupaten Sitabondo,
Seri ANomor 1) ;

42. Peraturan Daecrah Kabupaten Situbondo Nemer 2 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1) ;

43, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahum 2006 tentang
Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo ( Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbendo Nomer 3
Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo
{Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2) ;

44, Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuvangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo, Seri E Nomor 03) ;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 4) ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pendirian PT. Radio Suvara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2007 Nomor 6) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri A Nomeor 03) ;

438. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008 (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri A
Nomor 08) ;

49. Peraturan Daerabh Kabupaten Situbondo Nomeor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13) ;

50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomer Tahun 2009 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor );

51. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2008 sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran
2008 ;
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Menctapkan :

52. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2008 fentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Sitobondo Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
ANGGARAN 2008

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

¢. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bantuan Keuangan

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan neto

Rp. 31.354.710.942,73
Rp.511.632.597.222,00

Rp. 36.189.136.705.00
Rp.579.176.444.869,73

Rp. 274.315.232.664,84
Rp. 2032626739
Rp 0,00
Rp. $.536.349.000,00
Rp. 17.697.619.575,00
Rp. 20.823.217.400.00
Rp. 322.165.470.064,12

Rp. 39.405.430.661,00

Rp. 73.497.098.805,53

p.134.471.005.343.48
Rp.247.373.534.810,01
Rp.569.539.004.874,13
Rp. 9.637.439.995,60

Rp. 129.966.037.352,47
Rp. 3.031.440.500.17
Rp. 126.934.596.852,30

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 136.572.036.847,90
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Pasai 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran,

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran schagaimana dimaksud dalam pasal 3
tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Padamngsal 27 JUL 2009

SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utak ;
NIP. 010 104 956/19530113 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 21
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